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ABSTRAK

Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance
(GCG)

(Studi pada PT Perkebunan Nusantara VII Lampung)

Oleh:

Sri Sukmayanti

Good Corporate Governance (GCG) diartikan sebagai prinsip-prinsip yang
mendasari terbentuknya mekanisme yang mengatur mengenai pengelolaan
perusahaan secara baik dan benar demi terpenuhinya hak-hak para pihak
berkepentingan (stakeholders), mengantisipasi risiko terjadinya kecurangan-
kecurangan dalam pelaksanaan kegiatan usaha perusahaan serta guna
mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Permasalahan dalam
penelitian skripsi ini yaitu mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang
dilaksanakan oleh PTPN VII Lampung, dan mengenai hambatan serta upaya yang
dilakukan guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan
yuridis empiris. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi
kepustakaan dan wawancara sebagai data pendukung. Data yang terkumpul
kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa PTPN VII telah
melaksanakan GCG sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dengan cukup baik, hal ini terbukti dari skor hasil penilaian GCG yang diperoleh
PTPN VII di tahun 2017 mencapai 84,00 di mana sudah masuk dalam kategori
baik. Adanya hambatan utama terkait kondisi keuangan PTPN VII yang sedang
tidak stabil kemudian berdampak pada aspek-aspek lain dalam proses pengelolaan
perusahaan, sehingga saat ini PTPN VII sedang gencar melakukan berbagai upaya
perbaikan kualitas pelaksanaan GCG.

Kata kunci: GCG, Pelaksanaan, PTPN VII.



ABSTRACT

Juridical Review of the Implementation of Good Corporate Governance
(GCG) Principles

(Study at PT Perkebunan Nusantara VII Lampung)

By:

Sri Sukmayanti

Good Corporate Governance (GCG) is defined as the principles underlying the
formation of a mechanism that regulates the management of the company
properly for the fulfillment of the rights of stakeholders, anticipating the risk of
fraud in the conduct of the company's business activities as well as to maintaining
the viability of the company. The problem in this thesis research is about the
implementation of the principles of GCG carried out by PTPN VII Lampung, and
regarding the obstacles and efforts made to overcome the obstacles that occur in
their implementation.

This research was conducted using normative juridical and empirical juridical.
The method of data collection is done by using literature studies and interviews as
supporting data. The collected data is then processed and analyzed qualitatively.

The results of the research and discussion show that PTPN VII has implemented
GCG in accordance with the laws and regulations that apply quite well, this is
evident from the score of the GCG assessment results obtained by PTPN VII in
2017 reaching 84.00 which is already in the good category. The main obstacle
related to the financial condition of PTPN VII which is currently unstable then
have an impact on other aspects of the company's management process, so that
currently PTPN VII is actively conducting various efforts to improve the quality
of GCG implementation.

Keywords: GCG, Implementation, PTPN VII.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A.  Latar Belakang  

Pesatnya perkembangan dunia usaha di era modern ini menyebabkan peningkatan 

persaingan usaha perusahaan yang muncul bersamaan dengan peningkatan risiko 

yang dapat terjadi dalam pelaksanaan kegiatan usaha perusahaan-perusahaan 

tersebut.  Kunci utama agar suatu perusahaan dapat terus berkembang dan 

mempertahankan kelangsungan hidup jangka panjang adalah dengan 

diterapkannya suatu tata kelola perusahaan yang baik atau dikenal dengan istilah 

Good Corporate Governance (selanjutnya disingkat GCG). 

Corporate Governance yang diterapkan pada perusahaan di berbagai negara 

dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari segi latar belakang budaya masyarakat 

yang ada, sejarah ekonomi dan politik suatu negara, serta dari sistem hukum yang 

diberlakukan, sehingga istilah corporate governance di masing-masing negara 

tentunya akan berbeda, namun kesemua istilah yang ada memiliki inti pengertian 

yang sama.1 Komite Cadbury tahun 1992 memberikan definisi tata kelola 

                                                           
1
 Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, 2007, Good Corporate Governance 

(Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum), 

Yogyakarta, Total Media, hlm. 61. 
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perusahaan (Corporate Governance) adalah prinsip langsung yang mengendalikan 

perusahaan untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan 

perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada pemegang saham 

(shareholders) khususnya, dan para pemangku kepentingan di perusahaan 

(stakeholders).2  

Terdapat 5 (lima) prinsip yang secara umum wajib diterapkan oleh suatu 

perusahaan dalam menciptakan GCG antara lain independensi (independency), 

transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban 

(responsibility), dan kewajaran atau kesetaraan (fairness). 

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN 

(selanjutnya disingkat UU BUMN) mengatur pengertian BUMN sebagai berikut:  

“Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan 

usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara 

melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang 

dipisahkan.” 

Berdasarkan pengertian di atas, dikarenakan modal yang diterima BUMN berasal 

dari negara, dan negara memperoleh modal sebagian besar berasal dari rakyat 

misal dari pajak, maka kehadiran BUMN tidak hanya semata-mata bertujuan 

memperoleh keuntungan, melainkan juga untuk ikut serta mensejahterakan rakyat, 

sehingga BUMN diharapkan dapat terus berkembang, memberikan kontribusi 

besar bagi perekonomian nasional, dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya 

kecurangan-kecurangan yang mungkin dilakukan organ-organ perusahaan, serta 

                                                           
2
  Antonius Manggala Wahyubroto dan Ronny H. Mustamu, 2017, Implementasi Prinsip-

Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan Di Kota Gresik, AGORA, Vol. 5, No. 3, 

hlm. 1. 
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dapat terus mempertahankan kelangsungan hidupnya.  Upaya yang harus 

dilakukan BUMN untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan diwajibkannya 

BUMN untuk turut menerapkan prinsip-prinsip GCG.  Pengaturan mengenai GCG 

pada BUMN telah ada sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Negara 

Pendayagunaan BUMN Nomor 23 Tahun 1998 yang mewajibkan transparansi di 

kalangan manajemen BUMN, dan pada tahun 2002 dengan dikeluarkannya Surat 

Keputusan Menteri BUMN No: KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan 

Praktek Good Corporate Governance (GCG)  pada BUMN. 3 

Penerapan GCG pada BUMN dapat dilihat dari prinsip-prinsip penerapan praktik 

GCG itu sendiri.  Peraturan terbaru mengenai GCG pada BUMN diatur dalam 

Peraturan Menteri Negara BUMN No: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan 

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No: PER-

09/MBU/2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN No: 

PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good 

Corporate Governance) pada BUMN. 

BUMN bergerak hampir di seluruh bidang perekonomian nasional, seperti 

perdagangan, pertambangan, pertanian, keuangan baik bank maupun non-bank, 

transportasi, telekomunikasi, konstruksi dan lain-lain. Pemerintah terus 

mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam rangka pengembangan dan pembinaan 

BUMN, salah satunya adalah dengan dibentuknya holding company. 

                                                           
3
 Christian Orchad, 2016, Penerapan Good Corporate Governance Dalam Upaya 

Mewujudkan BUMN Yang Berbudaya, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. II, No. 2, hlm. 261. 
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Dasar hukum pembentukan holding company BUMN tertuang dalam Peraturan 

Pemerintah (selanjutnya disingkat PP) Nomor 72 Tahun 2016 tentang perubahan 

atas PP Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan 

Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas.4
  Adanya sistem holding 

company memberi akibat beberapa perusahaan yang dahulu berstatus perusahaan 

BUMN berubah menjadi anak perusahaan BUMN yang berbentuk Perseroan 

Terbatas (selanjutnya disingkat PT).  Indonesia saat ini belum memiliki 

pengaturan yang secara spesifik mengatur mengenai holding company. 

Pengertian anak perusahaan BUMN diatur dalam Peraturan Menteri Negara 

BUMN No: PER-03/MBU/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengangkatan 

Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN 

(Permeneg BUMN Nomor 3 Tahun 2012) pada Pasal 1 angka (2) dijelaskan 

bahwa: 

“Anak Perusahaan BUMN adalah PT yang sebagian besar sahamnya 

dimiliki oleh BUMN atau PT yang dikendalikan oleh BUMN.” 

PT Perkebunan Nusantara VII (selanjutnya disingkat PTPN VII) saat ini berstatus 

anak perusahaan BUMN berbentuk PT yang dahulu merupakan BUMN berbentuk 

Perusahaan Perseroan (selanjutnya disingkat Persero).  PTPN VII didirikan 

bertujuan untuk ambil bagian dalam melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan 

dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada 

umumnya serta sub-sektor perkebunan pada khususnya yang wilayah kerjanya 

meliputi 3 (tiga) Provinsi yang terdiri atas 5 (lima) distrik, 9 (sembilan) unit di 

                                                           
4
   Ardan Adhi Chandra, Asal Usul Pembentukan Holding BUMN, diakses dari: 

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3740436/asal-usul-pembentukan-holding-bumn, 

pada: Senin, 10 September 2018, pkl. 14.14. 

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3740436/asal-usul-pembentukan-holding-bumn
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Provinsi Lampung, 10 (sepuluh) unit di Provinsi Sumatera Selatan, dan 5 (lima) 

unit di Provinsi Bengkulu.   

PTPN VII sejak 2 Oktober 2014 berdasarkan PP Nomor 72 Tahun 2014 tentang 

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal 

Saham Persero PTPN III, menjadi salah satu anak perusahaan BUMN di mana 

PTPN III (Persero) bertindak sebagai perusahaan induk dengan kepemilikan 

saham 90% (sembilan puluh persen), dan Pemerintah Republik Indonesia 

(selanjutnya disingkat RI) yang dahulu memegang 100% (seratus persen) saham 

pada PTPN VII, kini hanya memiliki 10% (sepuluh persen) saham di dalamnya 

tetap harus terus mempertahankan kelangsungan hidup perusahaannya khususnya 

di tengah banyaknya tantangan yang dihadapi saat ini, seperti iklim bisnis agro di 

pasar internasional yang belum baik, faktor alam yang sangat berpengaruh pada 

produktivitas, permasalahan lahan serta kewajiban dilaksanakannya program 

replanting di tengah kondisi keuangan perusahaan yang sedang menanggung 

beban kerugian cukup besar. 

Dikutip dari media online Tribun Lampung.co.id.,5  dalam menghadapi kondisi 

sulit yang saat ini melanda PTPN VII tahun ini ditargetkan harus menghasilkan 

laba berapapun besarnya.  Muhammad Hanugroho Direktur Utama PTPN VII saat 

ini yang dilantik pada 23 April 2018 mengatakan bahwa saat ini PTPN VII sedang 

dalam upaya recovery setelah mengalami kondisi yang kurang kondusif.  

                                                           
5
 Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita, PTPN VII Target Recovery Bisa 

Tercapai di Penghujung 2018, diakses dari: http://lampung.tribunnews.com/2018/03/28/ptpn-vii-

target-recovery-bisa-tercapai-dalam-6-bulan-ke-depan, pada: Minggu, 9 September 2018, pkl. 

18.07. 

http://lampung.tribunnews.com/2018/03/28/ptpn-vii-target-recovery-bisa-tercapai-dalam-6-bulan-ke-depan
http://lampung.tribunnews.com/2018/03/28/ptpn-vii-target-recovery-bisa-tercapai-dalam-6-bulan-ke-depan
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PTPN VII  selaku anak perusahaan BUMN, turut diwajibkan melaksanakan 

prinsip-prinsip GCG dengan berpedoman pada beberapa peraturan antara lain 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT (selanjutnya disingkat UU 

PT), Peraturan Menteri Negara BUMN No: PER-01/MBU/2011 tentang 

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) 

pada BUMN, Peraturan Menteri Negara BUMN No: PER-09/MBU/2012 tentang 

perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN No: PER-01/MBU/2011 tentang 

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) 

pada BUMN, Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No: 

SK16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas 

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) 

pada BUMN, serta Pedoman Umum GCG.  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik 

untuk meneliti dan menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi 

hukum yang berjudul: Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good 

Corporate Governance (GCG) (Studi pada PT Perkebunan Nusantara VII 

Lampung). 
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B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, yang menjadi rumusan 

masalah dalam penulisan skripsi ini, terdiri dari: 

1. Bagaimanakah pelaksanaan prinsip-prinsip GCG pada PTPN VII Lampung? 

2. Apa sajakah hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan prinsip-prinsip GCG 

pada PTPN VII  Lampung? 

3. Apa sajakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang terjadi 

dalam pelaksanaan prinsip-prinsip GCG pada PTPN VII Lampung? 

 

C.  Ruang Lingkup Penelitian 

1. Ruang Lingkup Bidang Ilmu 

Ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini termasuk dalam lingkup bidang 

ilmu Hukum Perdata Ekonomi, khususnya Hukum Perusahaan. 

 

2. Ruang Lingkup Pembahasan 

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan, 

hambatan, serta upaya dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan prinsip-

prinsip GCG pada PTPN VII Lampung. 

 

D.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah:  
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1) Memahami dan menganalisis pelaksanaan prinsip-prinsip GCG pada PTPN VII  

Lampung.  

2) Memahami dan menganalisis hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan 

prinsip-prinsip GCG pada PTPN VII Lampung. 

3) Memahami dan menganalisis upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan 

yang terjadi dalam pelaksanaan prinsip-prinsip GCG pada PTPN VII Lampung.  

 

2. Kegunaan Penelitian 

1) Kegunaan Teoretis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis 

khususnya yang terkait dengan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG pada 

PTPN VII Lampung. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan pula dapat digunakan untuk kepentingan 

akademis dan sebagai tambahan bahan kepustakaan bagi yang 

memerlukannya, khususnya bagi yang berminat meneliti mengenai 

pelaksanaan prinsip-prinsip GCG pada suatu perusahaan. 

2) Kegunaan Praktis  

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

informasi penelitian mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip GCG pada 

suatu perusahaan, baik PT maupun BUMN. 

b. Hasil penelitian diharapkan pula dapat bermanfaat untuk memberikan 

masukan ataupun pendapat kepada para pihak terkait dalam rangka 

penerapan hukum mengenai kewajiban suatu perusahaan dalam 

menerapkan prinsip-prinsip GCG. 
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c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memenuhi salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 

Lampung. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Tinjauan Umum tentang Good Corporate Governance (GCG) 

 

1. Sejarah Perkembangan Good Corporate Governance (GCG) di Indonesia 

GCG baru ditelaah secara mendalam di negara-negara maju sejak tahun 1980-an.  

Menghangatnya istilah corporate governance sejak tahun tersebut sejalan dengan 

kebutuhan sistem perekonomian untuk menanggapi banyaknya kebangkrutan di 

berbagai perusahaan besar. Sejarah lahirnya GCG muncul atas reaksi para 

pemegang saham di Amerika Serikat pada tahun 1970-an yang terancam 

kepentingannya.  Timbulnya berbagai skandal besar yang menimpa perusahaan-

perusahaan di Amerika Serikat pada tahun tersebut terjadi dipicu dengan 

berkembangnya kegiatan berpolitik yang tidak sehat dan budaya korupsi. 

Terjadinya kegagalan perusahaan berskala besar, skandal-skandal keuangan dan 

krisis ekonomi di berbagai negara, telah membuat banyak perusahaan 

memusatkan perhatiaannya pada pentingnya penerapan corporate governance.6  

                                                           
6
 Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, 2007, Good Corporate Governance 

(Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum), 

Yogyakarta, Total Media., hlm. 60. 
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Komite Cadbury pada tahun 1992 dalam laporannya yang dikenal sebagai 

Laporan Cadbury, dipandang sebagai titik balik yang penting dalam mekanisme 

tata kelola perusahaan di seluruh dunia.  Menurut Komite Cadbury, tata kelola 

perusahaan (corporate governance) adalah prinsip langsung yang mengendalikan 

perusahaan untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan 

perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada pemegang saham 

(shareholders) dan para pemangku kepentingan di perusahaan (stakeholders).7 

Indonesia sendiri mulai menerapkan prinsip GCG sejak menandatangani Letter of 

Intent (LOI) dengan International Monetary Fund (IMF) pada saat krisis moneter 

tahun 1998.  Salah satu bagian penting dari Letter of Intent (LOI) tersebut adalah 

pencantuman jadwal perbaikan pengelolaan perusahaan di Indonesia.8 

Menurut laporan World Bank pada 1999, krisis ekonomi di Asia Timur 

disebabkan oleh kegagalan sistematik penerapan corporate governance yang 

berasal dari sistem kerangka hukum yang lemah, standar akuntansi dan standar 

audit yang tidak konsisten, praktik perbankan yang buruk, pengawasan board of 

director yang tidak efektif, serta kurangnya mempertimbangkan hak pemegang 

saham minoritas.  Bank Pembangunan Asia dalam kajiannya menarik kesimpulan 

bahwa krisis ekonomi yang menimpa negara-negara ASEAN adalah terutama 

akibat sistem corporate governance yang buruk dalam perekonomian.9 

Dikutip dari situs resmi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

(selanjutnya disingkat BPKP), latar belakang kebutuhan atas GCG ada 2 (dua) 

                                                           
7
   Antonius Manggala Wahyubroto dan Ronny H. Mustamu, Loc.Cit. 

8
  Edi Wibowo, 2010, Implementasi Good Corporate Governance di Indonesia, Jurnal 

Ekonomi dan Kewirausahaan, Vol. 10, No. 2, hlm. 128. 
9
  Adrian Sutedi, 2012, Good Corporate Governance, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 66. 



12 

jenis, yakni dapat dilihat dari latar belakang praktis dan latar belakang akademis 

sebagai berikut:10 

1) Latar belakang praktis 

Pengalaman Amerika Serikat yang harus melakukan restrukturisasi corporate 

governance karena munculnya beberapa kasus skandal keuangan seperti Enron 

Corp., Worldcom, Xerox dan lainnya yang melibatkan top eksekutif perusahaan 

sebagai akibat market crash pada tahun 1929.  Corporate governance yang buruk 

disinyalir juga sebagai salah satu sebab terjadinya krisis ekonomi politik 

Indonesia yang dimulai tahun 1997 yang efeknya masih terasa hingga saat ini. 

2) Latar belakang akademis 

Kebutuhan GCG timbul berkaitan dengan principal-agency theory, yaitu untuk 

menghindari konflik antara principal dan agentnya.  Konflik muncul karena 

perbedaan kepentingan tersebut haruslah dikelola sehingga tidak menimbulkan 

kerugian bagi para pihak.  Korporasi yang dibentuk dan merupakan suatu entitas 

tersendiri yang terpisah merupakan subjek hukum, sehingga keberadaan korporasi 

dan para pihak yang berkepentingan (stakeholders) tersebut haruslah dilindungi 

melalui penerapan GCG.  Kajian permasalahan GCG oleh para akademisi dan 

praktisi juga ada yang berdasarkan pada stewardship theory dan lain sebagainya.  

Bentuk peningkatan corporate governance di lingkungan Pemerintah Indonesia 

serta dorongan dari beberapa lembaga internasional seperti International Monetary 

Fund (IMF), Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB), dan Overseas 

                                                           
10

   Situs Resmi BPKP 2018, diakses dari: http://www.bpkp.go.id/dan/konten/299/Good-

Corporate.bpkp, pada: Sabtu, 8 September 2018, pkl. 14.10. 

http://www.bpkp.go.id/dan/konten/299/Good-Corporate.bpkp
http://www.bpkp.go.id/dan/konten/299/Good-Corporate.bpkp
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Economic Coordination Fund (OECF), BPKP ikut mengerahkan sumber dayanya 

untuk mendorong penerapan GCG di lingkungan BUMN atau BUMD. 

Perkembangan peraturan-peraturan yang diterapkan di Indonesia mengenai 

pelaksanaan GCG antara lain: 

1) Pembentukan Komite Nasional tentang Kebijakan Corporate Governance 

(KNKCG) melalui Keputusan Menko Ekuin No: KEP/31/M.EKUIN/08/1999 

tentang Pembentukan KNKCG dan menerbitkan Pedoman GCG Indonesia; 

2) Pembentukan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) sebagai 

pengganti KNKCG melalui Surat Keputusan Menko Bidang Perekonomian 

No: KEP/49/M.EKON/11/2004 yang di dalamnya terdiri dari Sub-Komite 

Publik dan Sub-Komite Korporasi; 

3) Keputusan Menko Bidang Perekonomian RI No:117 Tahun 2016 tentang 

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG);  

4) Keputusan Menteri BUMN Nomor 23 Tahun 2000 mengatur dan merumuskan 

pengembangan praktik GCG dalam perusahaan perseroan; 

5) Keputusan Menteri BUMN No: KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan 

Praktek GCG pada BUMN; 

6) Peraturan Menteri Negara BUMN No: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan 

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada 

BUMN yang disempurnakan dengan Keputusan Menteri Negara BUMN No: 

PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik 

(Good Corporate Governance) pada BUMN. 

 

2. Pengertian Good Corporate Governance (GCG) 
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Kata governance ditinjau secara etimologi, berasal dari kata kerja Yunani yakni 

kubernan yang berarti mengarahkan, yang kemudian pada abad pertengahan 

berubah menjadi gubernare pada Bahasa Latin dan diadopsi dalam Bahasa Inggris 

menjadi governance atau dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai suatu 

proses pengelolaan atau pengurusan.11 Definisi secara sederhana apabila 

didefinisikan menurut Bohen (1995) adalah the responsibility and accountability 

for all operation of an organization yang dalam terjemahan bebasnya adalah 

tanggung jawab dan pertanggungjawaban seluruh kegiatan atau operasi suatu 

organisasi.12  Istilah governance umumnya dapat dipergunakan di berbagai bentuk 

organisasi ataupun institusi baik publik maupun privat.  

Definisi corporate governance merupakan frasa yang mengkombinasikan antara 2 

(dua) kata, yaitu corporate dan governance, yang secara harfiah dapat diartikan 

sebagai suatu pengelolaan perusahaan, meski demikian adalah terlalu sederhana 

apabila mengartikannya dari aspek bahasa dengan mengkombinasikan antara 2 

(dua) kata tersebut, karena meskipun corporate governance menjadi salah satu 

topik penting dalam berbagai disiplin ilmu, khususnya ilmu ekonomi, ilmu 

manajemen, maupun ilmu hukum, namun sampai saat ini belum ada konsensus 

bersama dalam mengartikan corporate governance itu sendiri,13 yang kemudian 

banyak definisi yang bermunculan baik oleh para ahli maupun oleh lembaga-

lembaga atau organisasi-organisasi yang memiliki fokus pada corporate 

governance ini.  

                                                           
11

 Wahyu Kurniawan, 2012, Corporate Governance dalam Aspek Hukum Perusahaan, 

Jakarta, PT Pustaka Utama Grafiti, hlm. 19-20. 
12

 Eko Maulana Ali, 2013, Kepemimpinan Integratif dalam Konteks Good Governance, 

Jakarta, PT Multicerdas Publishing, hlm. 306. 
13

  Wahyu Kurniawan, Op.Cit., hlm. 20. 
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Ridwan Khairandy dan Camelia Malik dalam bukunya mendefinisikan istilah 

corporate governance yang umum digunakan yakni sebagai sistem hukum dan 

praktik untuk menjalankan kewenangan dan kontrol dalam kegiatan bisnis 

perusahaan yang meliputi hubungan khusus antara pemegang saham, Komisaris 

dan komite-komitenya, Direksi, dan stakeholder lainnya.14  Kata kunci yang dapat 

dipergunakan juga untuk memaknai GCG adalah penetapan hak dan tanggung 

jawab.  Penegasan pembagian tanggung jawab pada konteks ini adalah untuk 

semua pihak yang selalu dihubungkan dengan penetapan tujuan, sarana dan 

prasarana yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan pengawasan yang terpadu 

sesuai tujuan yang telah ditetapkan secara sistematis, dirumuskan sebagai 

perangkat aturan yang mengarah dan mengontrol semua pihak dalam sebuah 

korporasi untuk mencapai tujuannya.15 

Komite Cadbury pada tahun 1992 dalam laporannya yang dikenal sebagai 

Laporan Cadbury, dipandang sebagai titik balik yang penting dalam mekanisme 

tata kelola perusahaan di seluruh dunia.  Menurut Komite Cadbury, tata kelola 

perusahaan (corporate governance) adalah prinsip langsung yang mengendalikan 

perusahaan untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan 

perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada pemegang saham 

(shareholders) khususnya, dan para pemangku kepentingan di perusahaan 

(stakeholders).16
  Tidak sedikit pihak yang berusaha mendefinisikan istilah GCG. 

                                                           
14

  Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, Op.Cit., hlm. 63. 
15

  Yosephus L. Sinour, 2010, Etika Bisnis, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 

hlm. 210. 
16

  Antonius Manggala Wahyubroto dan Ronny H. Mustamu, Loc.Cit. 
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The Organization for Economic Corporation and Development (OECD) dalam 

Corporate Governance Principles of 1999 mendefinisikan corporate governance 

dengan:17 

“Corporate governance involves a set of relationship between a company’s 

management, its board, its shareholder and other stakeholders. Corporate 

governance also provides the structure through which the objectives of the 

company are set, and the means of attaining those objectives and 

monitoring performance are determined.” 

 

Berdasar pengertian yang diberikan oleh Organization for Economic Corporation 

and Development (OECD) dapat diartikan bahwa pengelolaan perusahaan yang 

baik adalah mengacu kepada adanya hubungan antara pihak manajemen, Direksi, 

pemegang saham, dan juga pihak lainnya yang berkepentingan. 

Australia Stock Exchange (ASE) mendefinisikan corporate governance yang 

apabila diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia adalah:18 

“Sebuah sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengelola 

kegiatan perusahaan.  Sistem tersebut mempunyai pengaruh besar dalam 

menentukan sasaran usaha maupun dalam upaya mencapai sasaran tersebut. 

Corporate governance juga mempunyai pengaruh dalam upaya mencapai 

kinerja bisnis yang optimal serta dalam analisis dan pengendalian risiko 

bisnis yang dihadapi perusahaan.” 

 

Bank Dunia (World Bank) mendefinisikan GCG sebagai kumpulan hukum, 

peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja 

sumber-sumber untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi 

                                                           
17

  Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, Op.Cit., hlm. 62. 
18

 Doan Salindeho, Dolina L. Tampi, dkk, 2018, Pengaruh Prinsip Good Corporate 

Governance Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pada AJB Bumiputera 1912 

Cabang Samrat Manado, Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 6, No. 1, hlm. 51. 
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jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun 

masyarakat sekitar secara keseluruhan.19 

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI), corporate governance 

didefinisikan sebagai:20 

“Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, 

pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, 

serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang 

berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu 

sistem yang mengendalikan perusahaan.  Tujuan corporate governance 

ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang 

berkepentingan (stakeholders).” 

 

BUMN saat ini sedang gencar mensosialisasikan program GCG. Kementerian 

Negara BUMN telah mewajibkan setiap BUMN untuk menerapkan GCG secara 

konsisten.  GCG bagi BUMN diterjemahkan sebagai suatu proses dan struktur 

yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan 

akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka 

panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lain, berlandaskan 

peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.21 

Landasan hukum penerapan GCG pada BUMN salah satunya adalah Peraturan 

Menteri Negara BUMN No: PER - 01 /MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola 

Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN, yang 

memberikan definisi GCG dalam Pasal 1 angka (1) sebagai berikut: 

                                                           
19

 Muh. Arief Effendi, 2009, The Power of Good Corporate Governance Teori dan 

Implementasi, Jakarta, Salemba Empat, hlm. 1. 
20

  Neni Sri Imaniyati, 2013, Hukum Bisnis (Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan 

Ekonomi), Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm. 231. 
21

  Nindyo Pramono, 2013, Hukum PT Go Public dan Pasar Modal, Yogyakarta, ANDI, 

hlm. 518. 
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“Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance), yang 

selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu 

proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan 

perundang-undangan dan etika berusaha.” 

Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah disebutkan di atas, GCG dapat 

diartikan sebagai prinsip-prinsip yang mendasari terbentuknya mekanisme yang 

mengatur mengenai pengelolaan perusahaan secara baik dan benar dilakukan oleh 

organ-organ perusahaan demi terpenuhinya hak-hak para pihak berkepentingan 

(stakeholders), mengantisipasi risiko terjadinya kecurangan-kecurangan dalam 

pelaksanaan kegiatan usaha perusahaan serta guna mempertahankan kelangsungan 

hidup perusahaan tersebut. 

 

3. Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) 

Organization for Economic Corporation and Development (OECD) telah 

mengembangkan seperangkat prinsip GCG dan dapat diterapkan secara luwes 

(fleksibel) sesuai dengan keadaan, budaya, dan tradisi di masing-masing negara,22 

antara lain: 

1) Hak-hak para pemegang saham (shareholders) dan perlindungannya; 

2) Peranan para karyawan dan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) 

lainnya; 

3) Pengungkapan (disclosure) yang akurat dan tepat waktu serta transparansi 

sehubungan dengan struktur dan operasi korporasi; 

                                                           
22

  Neni Sri Imaniyati, Op.Cit., hlm. 232. 
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4) Tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi terhadap perusahaan, 

pemegang saham, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. 

Tidak berbeda dengan pendapat Effendi,23 prinsip-prinsip GCG yang diperlukan 

untuk mencapai kesinambungan usaha perusahaan dengan memperhatikan 

pemangku kepentingan (stakeholders) terdiri dari prinsip independensi 

(independency), prinsip transparansi dan pengungkapan (transparency and 

disclosure), prinsip akuntabilitas (accountability), prinsip pertanggungjawaban 

(responsibility), serta prinsip kewajaran (fairness), yang di mana prinsip-prinsip 

tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip GCG yang menjadi pedoman dalam 

penulisan skripsi ini yakni yang terdapat dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Negara 

BUMN No: PER - 01 /MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan 

yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN, sebagai berikut: 

1) Transparansi atau Keterbukaan (Transparency), yaitu keterbukaan dalam 

melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam 

mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Prinsip 

ini mengakui bahwa pemegang saham mempunyai hak untuk mendapatkan 

informasi yang benar, akurat dan tepat pada waktunya mengenai perusahaan, 

hasil keuangan dan operasionalnya, dan informasi mengenai tujuan 

perusahaan. 

Pedoman pokok pelaksanaan transparansi antara lain:24 

a) Perusahaan harus menyediakan informasi mengenai visi, misi, strategi 

perusahaan, kondisi keuangan, kepemilikan saham dan lain sebagainya 

                                                           
23

  Muh. Arief Effendi, Op.Cit., hlm. 4. 
24

 Sukmawati Sukamulja, 2017, Pengantar Pemodelan Keuangan dan Analisis Pasar 

Modal, Yogyakarta, ANDI, hlm. 222. 
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secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat dibandingkan serta 

mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan sesuai dengan 

haknya; 

b) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi 

kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak 

pribadi. 

Pengungkapan yang akurat dan tepat waktu serta transparan haruslah 

diterapkan pada semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, 

dan stakeholders. Hal tersebut diwujudkan dengan mengembangkan sistem 

akuntansi yang dapat menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan 

yang berkualitas, juga mengembangkan information technology (IT) dan 

management information system (MIS).25
 Semua hal itu dilakukan guna 

menjamin adanya pengukuran kinerja yang memadai, proses pengambilan 

keputusan dapat lebih efektif dilakukan Direksi dan Dewan Komisaris, serta 

mengembangkan manajemen risiko yang lebih baik. 

2) Akuntabilitas (Accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan 

pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara 

efektif.   Berdasarkan prinsip ini, perusahaan harus dikelola secara benar, 

terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dan tetap 

memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan 

(stakeholders) lainnya.   Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ 

perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan 
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  Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, Op.Cit., hlm. 79. 
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tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.  Tanggung 

jawab manajemen melalui pengawasan yang efektif berdasarkan balance of 

power manager, pemegang saham, Dewan Komisaris, dan auditor.   Prinsip 

ini diwujudkan antara lain dengan menyiapkan laporan keuangan pada waktu 

yang tepat dan dengan cara yang tepat.26 

3) Pertanggungjawaban (Responsibility), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan 

perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip 

korporasi yang sehat.  Prinsip ini mengisyaratkan bahwa organ perusahaan 

harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan 

terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan 

perusahaan (by laws), serta melaksanakan tanggung jawab sosial terhadap 

masyarakat dan memperhatikan kelestarian lingkungan terutama di sekitar 

perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai. 

Prinsip responsibilitas dalam pelaksanaannya yang ditekankan adalah 

perusahaan harus berpegang kepada hukum yang berlaku dan melakukan 

kegiatan dengan bertanggung jawab kepada seluruh stakeholders dan juga 

kepada masyarakat, dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang 

merugikan para stakeholders ataupun masyarakat.27  Prinsip ini diwujudkan 

dengan kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari 

adanya wewenang, menyadari akan adanya tanggung jawab sosial, 

menghindari penyalahgunaan kekuasaan, menjadi profesional dengan tetap 

                                                           
26

  Adrian Sutedi, Op.Cit., hlm. 127. 
27

  Munir Fuady, 2005, Perlindungan Pemegang Saham Minoritas, Bandung, CV Utomo, 

hlm. 79.  
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menjunjung etika dalam menjalankan bisnis, serta menciptakan dan 

memelihara lingkungan bisnis yang sehat.28 

4) Kemandirian (Independency), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola 

secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari 

pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan 

prinsip-prinsip korporasi yang sehat.  Pedoman pokok pelaksanaan 

independensi antara lain:29 

a) Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi 

oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas 

dari benturan kepentingan (conflict of interest) dan dari segala pengaruh 

atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara 

objektif; 

b) Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan 

tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-

undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab 

antara satu dengan yang lain. 

5) Kewajaran dan Keadilan (Fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam 

memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul 

berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.  Pedoman pokok 

pelaksanaan prinsip kewajaran dan kesetaraan antara lain:30 

a) Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan 

untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi 
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  Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, Op.Cit., hlm. 86. 
29

  Sukmawati Sukamulja, Op.Cit., hlm. 223. 
30

  Ibid., hlm. 224. 
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kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai 

dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing; 

b) Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada 

pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang 

diberikan kepada perusahaan; 

c) Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan 

karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa 

membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik. 

Prinsip fairness ini dapat diwujudkan antara lain dengan membuat peraturan 

korporasi yang melindungi kepentingan minoritas, membuat pedoman 

perilaku perusahaan atau corporate conduct dan/atau kebijakan-kebijakan 

yang melindungi korporasi terhadap perbuatan buruk orang dalam, self 

dealing dan konflik kepentingan, menetapkan peran dan tanggung jawab 

Direksi dan Komite, termasuk di dalamnya sistem remunerasinya, menyajikan 

informasi secara wajar (full disclosure), dan mengedepankan equal job 

opportunity.31 

 

4. Tujuan dan Manfaat Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate 

Governance (GCG) 

 

Prinsip GCG memiliki arti penting dalam penerapannya pada suatu perusahaan 

yang disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:32 

1) Pihak investor menempatkan prinsip GCG sebagai salah satu kriteria utama 

serta lebih menaruh kepercayaan pada perusahaan yang memiliki GCG; 

                                                           
31

  Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, Op.Cit., hlm. 75. 
32

   Munir Fuady, Op.Cit., hlm. 51. 
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2) Ada keterkaitan antara krisis ekonomi di negara-negara Asia pada akhir abad 

ke-20 dengan lemahnya penerapan prinsip GCG; 

3) Penerapan prinsip GCG sudah merupakan kebutuhan dalam internasionalisasi 

pasar termasuk juga modernisasi pasar finansial dan pasar modal, sehingga 

para investor bersedia menanamkan modalnya, dan hal tersebut dengan cepat 

menyebar di seluruh belahan dunia; 

4) Prinsip GCG telah memberi dasar bagi berkembangnya nilai perusahaan yang 

sesuai dengan landscape bisnis yang sedang berkembang saat ini yang sangat 

mengedepankan nilai-nilai kemandirian, transparansi, profesionalisme, 

tanggung jawab sosial, dan lain-lain. 

Muhammad Shidqon Prabowo dalam bukunya menyebutkan terdapat 5 (lima) 

macam tujuan utama GCG yaitu:33 

1) Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham; 

2) Melindungi hak dan kepentingan para anggota the stakeholdersnon pemegang 

saham; 

3) Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham; 

4) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Dewan Pengurus atau Board of 

Directors dan manajemen perusahaan; 

5) Meningkatkan mutu hubungan Board of Directors dengan manajemen senior 

perusahaan. 

Tujuan penerapan prinsip-prinsip GCG pada BUMN juga dapat dilihat dalam 

Pasal 4 Peraturan Menteri Negara BUMN No: PER-01/MBU/2011 tentang 

                                                           
33

   Muhammad Shidqon Prabowo, 2018, Dasar-Dasar Good Corporate Governance, 

Yogyakarta, UII Press, hlm. 27. 
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Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) 

pada BUMN, yaitu:  

1) Mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yang 

kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu 

mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai 

maksud dan tujuan BUMN; 

2) Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif, serta 

memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Persero/Organ 

Perum; 

3) Mendorong agar Organ Persero/Organ Perum dalam membuat keputusan dan 

menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan 

terhadap peraturan perundang-undangan serta kesadaran akan adanya 

tanggung jawab sosial BUMN terhadap pemangku kepentingan maupun 

kelestarian lingkungan di sekitar BUMN; 

4) Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional; serta 

5) Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional. 

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) perusahaan-

perusahaan yang telah menerapkan kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik GCG 

sebaiknya tidak menempatkan penerapan GCG sebagai tujuan akhir, akan tetapi 

perusahaan harus menyadari bahwa hal tersebut akan bermanfaat untuk 

mencapai:34 

                                                           
34

  Ibid, hlm. 31. 
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1) Peningkatan kinerja perusahaan melalui prosedur pengambilan keputusan 

yang lebih baik, kegiatan operasional yang lebih efisien dan pemberian 

layanan yang lebih baik; 

2) Akses terhadap pembiayaan dengan biaya rendah bagi teknologi-teknologi 

baru, keahlian manajemen, pasar dan sumber pembiayaan lainnya yang akan 

meningkatkan nilai perusahaan; 

3) Masyarakat investor yang puas karena perusahaan memberikan dividen dan 

nilai perusahaan yang lebih baik atas hasil kinerja keuangan yang meningkat; 

4) Kelangsungan hidup perusahaan jangka panjang dan penciptaan nilai dengan 

tetap mempertimbangkan kepentingan seluruh stakeholders; 

5) Sumber pendapatan pemerintah melalui privatisasi BUMN, serta pembayaran 

dividen dan pajak oleh BUMN.  

Implementasi GCG sangat diperlukan untuk menumbuhkan tata kelola BUMN 

yang baik, sehingga kinerja BUMN diharapkan bisa mencapai titik yang 

maksimal. Semakin baik implementasi GCG di sebuah perusahaan, maka akan 

semakin tertata pengelolaan korporasi, sehingga bisa mencapai target-target 

kinerja yang telah ditetapkan. 

 

B. Tinjauan Umum tentang BUMN 

 

1. Pengertian BUMN 

Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN merupakan badan 

hukum yang berbeda dengan badan hukum lainnya, perbedaan tersebut dapat kita 

lihat dari pengertian BUMN itu sendiri yang tertuang dalam dasar hukumnya 
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yakni UU BUMN Nomor 19 Tahun 2003, pada Pasal 1 angka (1) dijelaskan 

sebagai berikut:  

“Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan 

usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara 

melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang 

dipisahkan.” 

Perbedaan BUMN dengan badan hukum lainnya berdasarkan pengertian di atas 

antara lain:35 

1) Seluruh atau sebagaian besar modalnya dimiliki oleh Negara;  

2) Melalui penyertaan secara langsung; dan  

3) Berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. 

Keberadaan BUMN di Indonesia pada dasarnya memiliki keterkaitan yang erat 

dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara RI  Tahun 1945, 

khususnya ayat (2) dan (3).  Ayat 2 berbunyi: 

“Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai 

hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.”  

Ayat (3) berbunyi: 

“ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai 

oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.” 

Penguasaan oleh negara sebagaimana dijelaskan oleh Pasal 33 tersebut, bertujuan 

agar kesejahteraan rakyat terjamin dengan dapat dimanfaatkannya bumi, air dan 

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya oleh rakyat, untuk menjalankan 

                                                           
35

  Johannes Ibrahim, 2006, Hukum Organisasi Perusahaan (Pola Kemitraan dan Badan 

Hukum), Bandung, PT Refika Aditama, hlm. 61. 
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penguasaan tersebut, negara melalui pemerintah kemudian membentuk BUMN 

yang semula dikenal dengan sebutan perusahaan negara36
 yang bertugas 

melaksanakan penguasaan tersebut. 

Sejak tahun 2001 seluruh BUMN dikoordinasikan pengelolaannya oleh 

Kementerian BUMN, yang dipimpin oleh seorang Menteri BUMN.37  Direksi 

adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk 

kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN, baik di dalam maupun di 

luar pengadilan (Pasal 1 angka (1) dan angka (9) UU BUMN Nomor 19 Tahun 

2003).38  

 

2. Macam-Macam Bentuk BUMN 

 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang BUMN yang berlaku sebelum 

dikeluarkannya UU BUMN Nomor 19 Tahun 2003, mengklasifikasikan BUMN 

dalam 3 (tiga) badan usaha, antara lain:39 

1) Perusahaan Jawatan (Perjan);  

2) Perusahaan Umum (Perum); dan 

3) Perusahaan Perseroan (Persero).  

                                                           
36

 Dalam Pasal 1 UU No. 19 Tahun 1960, yang dimaksud dengan “perusahaan negara” 

adalah semua perusahaan dalam bentuk apapun yang modal seluruhnya merupakan kekayaan 

negara Republik Indonesia, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang. 

Pengertian “Perusahaan Negara” mengalami perubahan pada Undang-undang No. 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara pasal 1 angka 5 yang memaparkan bahwa, perusahaan negara adalah 

badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki pemerintah pusat. Pengertian ini sangat 

luas, karena mencakup seluruh badan usaha di mana negara memiliki modal, walaupun modal 

tersebut sangat kecil. 
37

 H. U. Adil Samadani, 2013, Dasar-Dasar Hukum Bisnis, Jakarta, Mitra Wacana Media, 

hlm. 62. 
38

 Abdulkadir Muhammad, 2010, Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung, PT Citra 

Aditya Bakti, hlm. 169. 
39

 Aminuddin Ilmar, 2012, Hak Menguasai Negara dalam Privatisasi BUMN, Jakarta, 

Kencana Prenada, hlm 78. 
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Berdasarkan UU BUMN Nomor 19 Tahun 2003, BUMN hanya dikelompokkan 

menjadi 2 (dua) badan usaha perusahaan, yakni sebagai berikut: 

1) Perusahaan Perseroan (Persero) 

Pasal 1 angka (2) UU BUMN Nomor 19 Tahun 2003 menyatakan bahwa: 

“Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN 

yang berbentuk PT yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau 

paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara 

Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.” 

Ciri-ciri Persero adalah sebagai berikut:40 

a. Pendirian Persero diusulkan oleh Menteri kepada Presiden; 

b. Pelaksanaan pendirian dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan 

perundang-undangan; 

c. Modalnya berbentuk saham; 

d. Sebagian atau seluruh modalnya adalah milik negara yang berasal dari 

kekayaan negara yang dipisahkan; 

e. Organ Persero terdiri atas RUPS, direksi, dan dewan komisaris; 

f. Menteri yang ditunjuk memiliki kuasa sebagai pemegang saham milik 

pemerintah; 

g. Apabila seluruh saham dimiliki pemerintah, maka menteri berlaku sebagai 

RUPS, jika hanya sebagian, maka sebagai pemegang saham PT; 

h. RUPS bertindak sebagai kekuasaan tertinggi perusahaan; 

i. Tujuan utama memperoleh keuntungan, dengan tetap menyediakan barang 

dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, dan lain-lain. 

                                                           
40

  H. U. Adil Samadani, Op.Cit., hlm. 63. 
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Ketentuan Pasal 11 UU BUMN Nomor 19 Tahun 2003 pada intinya menetapkan 

terhadap Persero segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi PT. 

Mengingat Persero pada dasarnya merupakan PT, maka semua ketentuan UU 

Nomor 1 Tahun 1995 tentang PT, termasuk pula peraturan-peraturan 

pelaksananya, berlaku juga bagi Persero.41 

2) Perusahaan Umum (Perum) 

Berdasarkan Pasal 1 angka (4) UU BUMN Nomor 19 Tahun 2003: 

“Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang 

seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang 

bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa 

yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan 

prinsip pengelolaan perusahaan.” 

 

Proses pendirian Perum pada dasarnya sama dengan pendirian Persero. Organ 

Perum adalah Menteri, Direksi dan Dewan Pengawas.  Contoh Perum di 

antaranya seperti Perum Perurui/PNRI (Percetakan Negara RI), Perum Perhutani, 

Perum Damri, Perum Pegadaian, dan lain-lain. 

3) Perusahaan Jawatan (Perjan) 

Keberadaan Perjan sudah tidak ada lagi setelah dikeluarkannya UU BUMN 

Nomor 19 Tahun 2003 dalam bentuk Perjan, karena statusnya telah dialihkan 

menjadi bentuk-bentuk badan hukum/usaha lainnya, misal seperti Perjan Kereta 

Api yang sekarang menjadi PT Kereta Api (Persero), atau Perjan Pegadaian yang 

sekarang berubah menjadi Perum Pegadaian, serta masih banyak contoh lainnya, 

pengertian dan ciri-cirinya akan dijelaskan sedikit dalam tinjauan pustaka skripsi 

ini. 
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  Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hlm. 179. 
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Perusahaan Jawatan, yang selanjutnya disingkat Perjan sebagai salah satu BUMN 

memiliki modal yang berasal dari negara.  Besar modal Perjan ditetapkan melalui 

APBN.  Ciri-ciri Perjan antara lain:42 

a. Memberikan pelayanan kepada masyarakat; 

b. Merupakan bagian dari suatu departemen pemerintah; 

c. Dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada 

Menteri atau Direktur Jendral departemen yang bersangkutan; 

d. Status karyawannya adalah pegawai negeri; 

 

3. Tujuan Pendirian BUMN 

Terdapat beberapa tujuan pendirian BUMN, antara lain:
 43 

1) Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada 

umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; 

2) Memperoleh keuntungan; 

3) Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau 

jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang 

banyak; 

4) Perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor 

swasta dan koperasi; 

5) Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan 

ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. 

 

                                                           
42

  H. U. Adil Samadani, Op.Cit., hlm. 65. 
43

  Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., hlm. 171-172. 
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4. Hubungan Induk Perusahaan (Holding) dengan Anak Perusahaan 

BUMN 

 

Sebelum membahas mengenai hubungan antara induk perusahaan (holding) 

dengan anak perusahaan BUMN, akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai 

pengertian masing-masing dari kedua istilah tersebut. 

BUMN dituntut untuk selalu melakukan perubahan agar perusahaan memiliki 

daya saing yang tinggi.  Terdapat 3 (tiga) acuan yang sering digunakan dalam 

mengubah kegiatan perusahaan yakni restrukturisasi, profitisasi dan privatisasi.   

Merujuk pada praktik di negara lain, ada beberapa pilihan metode restrukturisasi, 

salah satunya adalah pembentukan holding company.  Konsep holding untuk 

perampingan jumlah BUMN di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak tahun 1998.  

Ide holding BUMN dengan jalan pengelompokan BUMN ke setiap industri 

dimunculkan pada era Menteri BUMN pertama yakni era Tanri Abeng.  Konsep 

holding BUMN dinilai Tanri akan menciptakan BUMN yang kuat.  Dasar hukum 

pembentukan holding BUMN tertuang dalam PP Nomor 72 Tahun 2016 tentang 

perubahan atas PP Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan 

Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan PT.44  Pelaksanaan pembentukan 

holding BUMN dilakukan dengan cara melakukan pengalihan (inbreng) investasi 

Pemerintah (saham) dari suatu BUMN ke BUMN lain. Pengalihan (inbreng) 

saham tersebut mengakibatkan BUMN yang sahamnya dialihkan (diinbrengkan) 

selanjutnya menjadi anak perusahaan BUMN sedangkan BUMN penerima 

                                                           
44

 Ardan Adhi Chandra, Asal Usul Pembentukan Holding BUMN, diakses dari: 

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3740436/asal-usul-pembentukan-holding-bumn, 

pada: Senin, 10 September 2018, pkl. 14.14. 

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3740436/asal-usul-pembentukan-holding-bumn
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pengalihan (inbreng) bertindak sebagai induk perusahaan,45 tetapi sampai saat ini 

peraturan perundang-undangan di Indonesia belum mengatur secara konkrit 

definisi holding. 

Induk perusahaan sering juga disebut sebagai holding company, parent company, 

atau controlling company.   Pengertian perusahaan holding adalah suatu 

perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham dalam satu atau lebih 

perusahaan lain dan/atau mengatur satu atau lebih perusahaan lain tersebut atau 

dapat dikatakan perusahaan yang menjadi perusahaan utama yang membawahi 

beberapa perusahaan yang tergabung ke dalam satu grup perusahaan.  Menurut 

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja sesuai pengertian holding company dalam 

Black’s Law Dictionary, yang dimaksud dengan induk perusahaan (holding) 

adalah perusahaan yang kegiatan utamanya adalah melaksanakan investasi pada 

anak-anak perusahaan dan selanjutnya melakukan pengawasan atas kegiatan 

manajemen anak perusahaan.46 

Induk perusahaan (holding) dibagi menjadi 2 (dua) jenis apabila ditinjau dari 

kegiatan perusahaan induknya, yakni:47 

 

 

a. Investment holding company 

                                                           
45

  Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian BUMN, Menjawab Isu-Isu 

di Seputar Terbitnya PP 72 Tahun 2016, diakses dari: http://jdih.bumn.go.id/berita/menjawab-isu-

isu-di-seputar-terbitnya-pp-72-tahun-2016, pada: Minggu, 1 April 2019, pkl. 20.12. 
46

 Jhon F. Sipayung, Bismar Nasution dan Mahmul Siregar, 2013, Tinjauan Yuridis 

Holdingisasi BUMN Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Menurut Perspektif Hukum Perusahaan, 

Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. I, No. 1, hlm. 4-5. 
47

  Sulistiowati, 2010, Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia, 

Jakarta, Erlangga, hlm. 25. 

http://jdih.bumn.go.id/berita/menjawab-isu-isu-di-seputar-terbitnya-pp-72-tahun-2016
http://jdih.bumn.go.id/berita/menjawab-isu-isu-di-seputar-terbitnya-pp-72-tahun-2016
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Induk perusahaan pada investment holding company hanya melakukan penyertaan 

saham pada anak perusahaan, tanpa melakukan kegiatan pendukung ataupun 

kegiatan operasional.  Induk perusahaan memperoleh pendapatan hanya dari 

dividen yang diberikan oleh anak perusahaan. 

b. Operating holding company 

Induk perusahaan pada operating holding company menjalankan kegiatan usaha 

dan mengendalikan anak perusahaan.  Kegiatan usaha induk perusahaan biasanya 

akan menentukan jenis izin usaha yang harus dipenuhi oleh induk perusahaan 

tersebut, dapat dikatakan induk perusahaan ikut andil dalam kegiatan operasional 

anak perusahaannya. 

Pembentukan holding BUMN dilakukan untuk mencapai tujuan:48 

1) Pembangunan tak lagi bergantung pada APBN; 

2) Perusahaan BUMN bisa menjadi lokomotif penggerak roda perekonomian 

nasional sehingga dapat bersaing, dan berkompetisi dalam skala global; 

3) Memperkuat permodalan BUMN, karena BUMN yang bergerak dalam sektor 

serupa dapat bersinergi untuk memperkuat modal dan tidak bekerja sendiri-

sendiri; 

4) Dana BUMN bisa tersalurkan ke sektor produktif sehingga dapat lebih 

produktif dalam menggerakan dana dan memberikan margin yang lebih besar 

kepada perusahaan dan juga kepada sektor rill masyarakat; 

5) Membentuk dan membuka lapangan pekerjaan baru; 

6) Dividen dan pajak pemerintah meningkat; 

                                                           
48

 Holding BUMN, oleh Ghea Tiarasani Sondakh, Harisstio Adam, dalam Diskusi 

Keprofesian Himpunan MahasiswaTambang ITB, diakses dari:  

http://hmt.mining.itb.ac.id/holding-bumn/, pada: Senin, 10 September 2018, pkl. 14.31. 

http://hmt.mining.itb.ac.id/holding-bumn/
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7) Mendorong ketahanan pangan; 

8) Infrastruktur efisien dan terintegrasi. 

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Abra 

Talattov berpendapat manfaat pembentukan holding BUMN di antaranya adalah 

meningkatkan kapasitas perusahaan agar lebih efisien, memotong panjangnya 

proses pengambilan keputusan di internal BUMN, mendorong perusahaan-

perusahan BUMN yang menjadi anggota holding untuk mengeksploitasi potensi 

guna mengembangkan korporasi, serta untuk membantu menyelesaikan persoalan 

keuangan serta membantu program pemerintah.49 

Pengertian anak perusahaan BUMN diatur dalam Peraturan Menteri Negara 

BUMN No: PER-03/MBU/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengangkatan 

Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN.  Pasal 

1 angka (2) menyatakan bahwa: 

“Anak Perusahaan BUMN adalah PT yang sebagian besar sahamnya 

dimiliki oleh BUMN atau PT yang dikendalikan oleh BUMN.” 

Pengaturan mengenai anak perusahaan BUMN juga terdapat dalam PP Nomor 72 

tahun 2016 tentang perubahan atas PP Nomor 44 tahun 2005 tentang Tata Cara 

Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan PT.   PP Nomor 

72 Tahun 2016 khususnya pada Pasal 2A ayat (2) dan (7), di dalamnya terdapat 

pengaturan yang menjadi pembeda bagi anak perusahaan BUMN yang berbentuk 

                                                           
49

 Septian Deny, Ini 3 Manfaat Pembentukan Holding BUMN, diakses dari: 

https://www.liputan6.com/bisnis/read/2842588/ini-3-manfaat-pembentukan-holding-bumn, pada: 

Rabu, 10 Oktober 2018, pkl.20.15. 

https://www.liputan6.com/bisnis/read/2842588/ini-3-manfaat-pembentukan-holding-bumn
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PT dengan PT yang sahamnya dimiliki oleh pihak swasta.  Pasal 2A ayat (2) 

menyatakan bahwa: 

“Dalam hal kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dijadikan penyertaan 

modal negara pada BUMN lain sehingga sebagian besar saham dimiliki oleh 

BUMN lain, maka BUMN tersebut menjadi anak perusahaan BUMN 

dengan ketentuan negara wajib memiliki saham dengan hak istimewa yang 

diatur dalam anggaran dasar.” 

 

Penjelasan Pasal 2A ayat (2) menjelaskan juga mengenai hak istimewa negara, 

yakni: 

“Yang dimaksud dengan hak istimewa yang diatur dalam anggaran dasar 

antara lain hak untuk menyetujui:  

a. pengangkatan anggota Direksi dan anggota Komisaris;  

b. perubahan anggaran dasar;  

c. perubahan struktur kepemilikan saham;  

d. penggabungan, peleburan, pemisahan, dan pembubaran, serta 

pengambilalihan perusahaan oleh perusahaan lain.” 

 

Pasal 2A ayat (7) serta penjelasannya, menyebutkan bahwa anak perusahaan 

BUMN dapat diperlakukan sama dengan BUMN yakni dalam kebijakan khusus 

negara dan/atau Pemerintah antara lain terkait dengan proses dan bentuk 

perizinan, kegiatan perluasan lahan dan/atau keikutsertaan dalam kegiatan-

kegiatan kenegaraan atau pemerintahan yang melibatkan BUMN.  Perlakuan sama 

tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut: 

a. mendapatkan penugasan Pemerintah atau melaksanakan pelayanan umum; 

dan/atau  

b. mendapatkan kebijakan khusus negara dan/atau Pemerintah, termasuk dalam 

pengelolaan sumber daya alam dengan perlakuan tertentu sebagaimana 

diberlakukan bagi BUMN. 
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Salah satunya adalah PTPN VII yang pada tahun 2014 berdasarkan PP Nomor 72 

Tahun 2014 tanggal 17 September 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal 

Negara RI ke dalam Modal Saham Persero PTPN III, telah merubah PTPN VII 

(Persero) yang semula merupakan BUMN Perkebunan beralih menjadi PT yang 

tunduk sepenuhnya pada UU PT Nomor 40 Tahun 2007, dengan jumlah 

kepemilikan saham 90% (sembilan puluh persen) dimiliki PTPN III (Persero), dan 

10% (sepuluh persen) dimiliki oleh Pemerintah RI. 

Hubungan antara induk perusahaan dengan anak perusahaan dalam konstruksi 

holding company disebabkan oleh adanya hal- hal berikut:50
  

1) Kepemilikan Induk Perusahaan atas Saham Anak Perusahaan 

Kepemilikan saham yang dimiliki oleh induk perusahaan (holding) dalam jumlah 

signifikan memberi kewenangan kepada induk perusahaan untuk bertindak 

sebagai pimpinan sentral yang mengendalikan anak-anak perusahaan sebagai 

kesatuan manajemen.  Salah satu fungsi kepemilikan saham induk perusahaan 

pada anak perusahaan adalah fungsi kontrol.  Fungsi kontrol pada kepemilikan 

saham pada anak perusahaan memberikan hak suara kepada induk perusahaan 

untuk mengendalikan anak perusahaan melalui berbagai mekanisme pengendalian 

yang ada, seperti RUPS untuk mendukung investasi dari konstruksi perusahaan 

kelompok sebagai kesatuan ekonomi.  

2) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 

Induk perusahaan dapat menerapkan hal-hal strategis yang mendukung 

pencapaian tujuan perusahaan kelompok sebagai kesatuan ekonomi di dalam 

RUPS dari anak perusahaan, antara lain melalui penetapan sasaran jangka panjang 

                                                           
50

  Sulistiowati, Op.Cit., hlm. 95-96. 
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perusahaan dalam bentuk business plan selama 5 (lima) tahun yang dikenal 

sebagai rencana strategis (renstra). Direksi induk perusahaan di dalam rencana 

strategis ini menetapkan kebijakan dasar perusahaan yang terdiri dari visi, misi, 

budaya, serta sasaran strategi perusahaan.  Kebijakan dasar induk perusahaan ini 

diikuti oleh semua anak perusahaan dalam menyusun perencanaan jangka masing-

masing. 

3) Penempatan Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Anak Perusahaan 

Induk perusahaan memiliki kewenangan untuk menempatkan anggota Direksi 

dan/atau Dewan Komisaris induk perusahaan untuk merangkap menjadi Direksi 

atau Komisaris anak perusahaan melalui kepemilikan atas saham anak 

perusahaan. Penempatan orang-orang induk perusahaan pada anak-anak 

perusahaan merupakan bentuk pengendalian secara tidak langsung terhadap 

kegiatan operasional anak perusahaan.  

4) Keterkaitan Melalui Perjanjian Hak Bersuara 

Keterkaitan induk dan anak perusahaan juga dapat terjadi karena perjanjian hak 

bersuara yang dilakukan antar pemegang saham pendiri, yang menyepakati bahwa 

penunjukan Direksi dan Dewan Komisaris ditentukan oleh salah satu pemegang 

saham pendiri.  Perjanjian semacam ini terjadi pada perusahaan kelompok yang 

merupakan BUMN yang sering disebut dengan saham merah putih dan biasanya 

disebut dengan saham seri A.  

5) Keterkaitan Melalui Kontrak  

Hubungan hukum yang terjadi pada induk perusahaan (holding) dengan anak 

perusahaan pada intinya merupakan hubungan yang timbul akibat adanya suatu 

ikatan berdasarkan kepemilikan saham. Hal ini jelas menimbulkan hak dan 
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kewajiban pada masing-masing pihak.  Hak dan kewajiban yang ada di dalamnya 

dapat melahirkan tanggung jawab yang lebih dominan dipegang oleh induk 

perusahaan (holding), yang dalam hal ini BUMN sebagai pemilik saham.  

Bab VIII yang mengatur mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan 

dan Pemisahan pada UU PT Nomor 40 Tahun 2007 memberikan legitimasi 

kepada suatu perseroan untuk memperoleh atau memiliki saham pada perseroan 

lain melalui rumusan pengaturan yang memperbolehkan suatu perseroan untuk 

mendirikan perseroan lain, mengambil alih saham perseroan lain serta melakukan 

pemisahan usaha. Legitimasi yang diberikan terhadap kepemilikan induk 

perusahaan atas saham anak perusahaan tersebut menandai dimasukannya konsep 

pengendalian oleh induk perusahaan kepada anak perusahaan ke dalam ranah 

hukum perseroan.51 

Sehubungan dengan penerapan praktik GCG, sebuah anak perusahaan BUMN 

yang berbentuk PT dapat turut melaksanakan GCG dengan berpedoman pada 

aturan yang dipakai oleh induk perusahaannya yang dalam hal ini BUMN.  Aturan 

yang mendasari diperkenankannya sebuah PT yang merupakan anak perusahaan 

untuk turut melaksanakan GCG dengan berpedoman pada peraturan yang 

ditetapkan oleh Kementerian BUMN terdapat pada Bab XIII Pasal 45 ayat (2) dan 

(3) Peraturan Menteri Negara BUMN No: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan 

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN, 

sebagai berikut: 
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  Inda Rahadiyan, 2013, Kedudukan BUMN Persero sebagai Separate Legal Entity 

dalam Kaitannya dengan Pemisahan Keuangan Negara pada Permodalan BUMN, Jurnal Hukum 

IUS QUIA IUSTUM, Vol. 20, No. 4, hlm. 632-633. 
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“(2) Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, dapat pula diberlakukan 

terhadap PT yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara dan anak 

perusahaan BUMN, sepanjang hal tersebut disetujui oleh RUPS PT atau 

anak perusahaan BUMN dimaksud.  

(3) Anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah PT yang 

sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN dan/atau PT yang 

dikendalikan oleh BUMN.” 

 

C.  Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GCG sebagai upaya meningkatkan keberhasilan usaha serta 

mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan 

5 (lima) prinsip GCG: 

1. Transparansi (Transparency) 

2. Akuntabilitas (Accountability) 

3. Pertanggungjawaban (Responsibility) 

4. Independensi (Independency) 

5. Kewajaran/kesetaraan (Fairness) 

PTPN VII Lampung yang kini menjadi Anak Perusahaan BUMN yakni PTPN 

III (Persero) turut melaksanakan GCG 

Pelaksanaan 

prinsip-prinsip 

GCG pada PTPN 

VII Lampung 

Hambatan pelaksanaan 

prinsip-prinsip GCG 

pada PTPN VII 

Lampung 

Upaya mengatasi 

hambatan dalam 

pelaksanaan prinsip-

prinsip GCG pada 

PTPN VII 

Lampung 

UU No. 19 Tahun 

2003 tentang BUMN 

UU No. 40 Tahun 

2007 tentang PT 
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Penjelasan: 

UU BUMN Nomor 19 Tahun 2003 dan UU PT Nomor 40 Tahun 2007 merupakan 

landasan hukum terbentuknya berbagai peraturan pelaksana dari penerapan GCG 

pada perusahaan-perusahaan di Indonesia baik BUMN maupun PT. GCG 

merupakan salah satu upaya guna meningkatkan keberhasilan usaha serta 

mempertahankan kelangsungan hidup setiap perusahaan, dimana terdapat 5 (lima) 

prinsip-prinsip GCG yang menjadi fokus pada penelitian skripsi ini, yakni yang 

terdapat dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Negara BUMN No: PER-01/MBU/2011 

Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate 

Governance) pada BUMN antara lain: 

1. Transparansi (Transparency) 

2. Akuntabilitas (Accountability) 

3. Pertanggungjawaban (Responsibility) 

4. Independensi (Independency) 

5. Kewajaran/Kesetaraan (Fairness)  

PTPN VII Lampung sebagai salah satu anak perusahaan BUMN PTPN III 

(Persero) turut diwajibkan melaksanakan GCG dengan berpedoman pada 

peraturan yang dikeluarkan oleh BUMN. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam skripsi ini akan diteliti mengenai 

pelaksanaan, hambatan dalam pelaksanaan, serta upaya yang dilakukan guna 

mengatasi hambatan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip GCG pada PTPN VII 

Lampung. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

  

 

 

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada 

metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari 

satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisanya.52
  Metode 

penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi akan dijelaskan dalam bab 

ini. 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian 

hukum normatif-empiris.  Penelitian hukum normatif-empiris adalah penelitian 

hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif 

(kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa 

hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.53 

Penulis akan meneliti dan melihat implementasi atau pemberlakuan aturan hukum 

mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip GCG di PTPN VII Lampung dengan 
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 Soerjono Soekanto, 2014, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, hlm. 43. 
53

 Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, PT Citra 

Aditya Bakti, hlm. 134. 
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melakukan wawancara secara langsung kepada pihak PTPN VII Lampung terkait 

pelaksanaan, hambatan, serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan 

dalam pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung sebagai pihak yang melakukan 

assessment terhadap pelaksanaan GCG pada PTPN VII Lampung, serta 

melakukan pengkajian melalui beberapa literatur terkait. 

 

B. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah tipe penelitian deskriptif 

analitis, yakni metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau 

keadaan yang sedang berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data 

mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, 

kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan 

yang berlaku54 yakni terkait pelaksanaan prinsip-prinsip GCG pada PTPN VII 

Lampung. 

 

C. Pendekatan Masalah 

Penulis di dalam melaksanakan penelitian skripsi ini menggunakan metode 

pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris: 

1) Pendekatan Yuridis Normatif  

Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan untuk 

mengumpulkan serta mempelajari berbagai macam bahan pustaka serta aturan 
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 Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 223. 
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hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu 

peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan prinsip-prinsip GCG pada 

BUMN, serta bahan-bahan pustaka seperti buku, jurnal, dan lain sebagainya yang 

berkaitan dengan permasalahan skripsi ini. 

 

2) Pendekatan Yuridis Empiris 

Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara 

mengadakan penelitian dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara 

langsung dari objek penelitian melalui wawancara dengan responden dan 

narasumber yang berhubungan dengan penelitian.  Pendekatan empiris dilakukan 

dengan cara memperhatikan atau melihat perilaku-perilaku atau gejala-gejala 

hukum dan peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.55
  Pendekatan yuridis 

empiris dapat dikatakan sebagai pendekatan terhadap efektivitas hukum dengan 

mengadakan hubungan langsung terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui 

hal-hal yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam 

skripsi ini, yakni pihak PTPN VII Lampung. 

 

D. Data dan Sumber Data 

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh 

langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.56  Adapun 

dalam mendapatkan data atau jawaban yang tepat dalam membahas penelitian 

skripsi ini, maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan 

menjadi 2 (dua), yaitu: 
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 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan 

Singkat, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 13-14. 
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 Soerjono Soekanto, Op.Cit., hlm. 51. 
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1) Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan 

melalui wawancara dengan narasumber sebagai berikut: 

a. Wawancara dengan pihak PTPN VII Lampung yang oleh perusahaan 

dianggap memiliki kompetensi untuk memberikan informasi yang penulis 

perlukan yakni: 

Nama               : Agus Faroni, S.P., M.M. 

Jabatan   : Kepala Bagian Sekretariat Perusahaan 

Instansi              : PTPN VII Lampung 

b. Wawancara dengan pihak BPKP Provinsi Lampung yang melakukan 

assessment GCG pada PTPN VII Lampung tahun 2017 yakni: 

Nama   : Rudiawan Nuraliansyah, S.E. 

Jabatan   : Auditor Ahli 

Instansi              : BPKP Provinsi Lampung 

 

2) Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan bahan-bahan 

hukum, jenis data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:57 

a. Bahan hukum primer, yang merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai 

kekuatan mengikat, yaitu peraturan perundangan-undangan yang terkait 

dengan pelaksanaan GCG yang diterapkan pada PTPN VII Lampung, yaitu:  

1. UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT; 

2. UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN; 
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3. Peraturan Menteri Negara BUMN No: PER-01/MBU/2011 tentang 

Penerapan Praktik GCG pada BUMN; 

4. Peraturan Menteri Negara BUMN No: PER-09/MBU/2012 tentang 

perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN No: PER-01/MBU/2011 

tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate 

Governance) pada BUMN; 

5. Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No: SK16/S.MBU/2012 

tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata 

Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada 

BUMN; 

6. Pedoman Umum GCG. 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan 

bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer, 

seperti literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan pada 

penelitian. 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi, 

petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder, antara lain berupa kamus, media massa, artikel, makalah, jurnal, 

serta dari internet yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau 

diteliti dalam skripsi ini. 
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E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data pada penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara: 

1) Studi Kepustakaan (Library Research) 

Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis 

dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, 

mencatat, mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, buku-

buku, media masa dan bahan hukum tertulis lainnya yang ada hubungannya 

dengan penelitian yang penulis lakukan. 

2) Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.  Percakapan dilakukan 

oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu.58  Wawancara yang penulis lakukan yaitu dengan Sekretaris 

perusahaan PTPN VII Lampung yakni Agus Faroni, dan Auditor Ahli BPKP 

Provinsi Lampung yakni Rudiawan Nuraliyansyah. 

 

F. Metode Pengolahan Data 

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun wawancara selanjutnya 

diolah dengan menggunakan metode:
 59 

 

 

                                                           
58

  Lexy J. Moleong, 2012, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, PT Remaja 

Rosdakarya, hlm.186. 
59

  Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hlm. 126. 
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1) Seleksi Data (Editing) 

Data yang diperoleh akan diperiksa apakah data yang terkumpul masih terdapat 

kekurangan dan apakah data tersebut sudah sesuai dengan permasalahan yang 

diteliti. 

2) Klasifikasi data (classification) 

Proses pengelompokkan data sesuai dengan bidang pokok bahasan agar 

memudahkan dalam menganalisa data. 

3) Sistematisasi data (systematizing) 

Menyusun data yang telah diperiksa secara sistematis sesuai dengan urutannya 

sehingga pembahasan lebih mudah dipahami. 

 

G. Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan Analisis Data Kualitatif, yakni dengan cara merinci, 

memberi arti, dan selanjutnya diuraikan dalam bentuk penjelasan dan uraian 

kalimat-kalimat yang mudah dipahami lalu dihubungkan antara teori dengan 

kenyataan pelaksanaanya. 

 

 

 

 

 

 

 



110 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

 

 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dari pembahasan dan hasil penelitian pada bab sebelumnya, 

penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang dilakukan oleh PTPN VII berdasarkan 

hasil assessment GCG yang dilaksanakan oleh pihak eksternal yakni BPKP 

Provinsi Lampung di tahun 2017 memperoleh skor 83,008 dan mengalami 

peningkatan pada tahun 2018 melalui metode self assessment memperoleh 

skor 84,00 atau sudah masuk dalam kategori baik, tetapi dalam kenyataannya 

pelaksanaan GCG PTPN VII masih banyak kekurangan misal adanya aturan-

aturan Direksi yang harus diperbaharui dan disempurnakan, komposisi jabatan 

misal Komite Audit yang harus segera dilakukan perubahan di tahun 2019, 

dari segi CSR seperti dibatasinya bantuan bagi bina lingkungan karena kondisi 

keuangan perusahaan yang kurang stabil, serta dari segi transparansi yakni 

adanya informasi-informasi penting yang belum dilakukan publikasi melalui 

website perusahaan salah satunya yakni Laporan Tahunan 2017. 
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2. Hambatan utama yang dialami oleh PTPN VII dalam mewujudkan GCG yakni 

mengenai kondisi keuangan perusahaan yang sedang tidak stabil karena masih 

mengalami kerugian beberapa tahun belakangan ini yang disebabkan karena 

adanya risiko-risiko yang sulit dimitigasi misal kebijakan harga komoditas 

seperti karet dan gula di pasar internasional yang kurang dapat 

menguntungkan perusahaan, adanya investasi yang dilakukan perusahaan 

untuk infrastruktur dan investasi pemeliharaan tanaman melalui kredit 

investasi, faktor pengaruh keadaan alam, sampai dengan banyaknya konflik 

lahan yang kemudian juga berpengaruh pada penurunan produktivitas. 

Hambatan dari sisi finansial ini yang kemudian memberikan dampak pada 

aspek-aspek lain dalam pengelolaan perusahaan, sehingga juga menjadi suatu 

kekurangan bagi PTPN VII dalam proses pelaksanaan GCG. 

3. Upaya yang dilakukan oleh PTPN VII sebagai strategi dalam mengatasi 

hambatan-hambatan yang sedang dialami, antara lain dengan melakukan 

restrukturisasi keuangan (finansial), restrukturisasi organisasi dan SDM, 

pelaksanaan seluruh proses bisnis yang lebih governance sesuai dengan 

kaidah ekonomis, efektif dan efisien (3E), pembangunan proses produksi yang 

berkelanjutan, termasuk di dalamnya pembentukan holding BUMN 

Perkebunan yang telah merubah status PTPN VII menjadi salah satu anak 

perusahaan PTPN III (Persero).  Upaya-upaya yang dilaksanakan oleh PTPN 

VII tersebut sampai saat ini belum dapat melepaskan PTPN VII dari 

banyaknya beban utang perusahaan. 
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B.  Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diajukan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. PTPN VII dalam menghadapi kondisi perusahaan yang belum 

menguntungkan, harus terus menjaga serta meningkatkan komitmennya dalam 

melaksanakan GCG sesuai dengan yang diamanatkan oleh peraturan 

perundang-undangan. Independensi dari pihak-pihak yang melakukan 

assessment pelaksanaan GCG diharapkan untuk ditingkatkan, tidak hanya bagi 

assessor internal perusahaan, tetapi juga bagi assessor eksternal yakni BPKP 

Provinsi Lampung.  Keterlibatan BPKP Provinsi Lampung menurut penulis 

diperlukan tidak hanya pada saat melakukan assessment pelaksanaan GCG 

tetapi juga seharusnya ikut melakukan evalusi atau review hasil assessment 

tersebut.  

2. Pembentukan holding BUMN Perkebunan yang telah merubah status PTPN 

VII menjadi anak perusahaan seharusnya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya 

sebagai momentum untuk melakukan berbagai upaya untuk mengembalikan 

kejayaan perusahaan misal dalam hal finansial dengan melakukan efisiensi 

biaya agar dapat terlepas dari begitu besarnya beban utang perusahaan, yang 

tentu harus dibarengi dengan perbaikan sistem tata kelola perusahaan agar 

menjadi lebih baik.  Transparansi mengenai kondisi yang dialami perusahaan 

dan sosialisasi-sosialisasi mengenai aspek-aspek GCG juga diperlukan untuk 

memberikan pemahaman lebih kepada seluruh insan PTPN VII, misal 

sosialisasi mengenai WBS dan adanya perlindungan bagi pelapornya, 

sosialisasi terkait pencegahan terjadinya fraud, gratifikasi ataupun 
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kecurangan-kecurangan lain dalam pengelolaan perusahaan, perlu untuk 

ditingkatkan guna terselenggaranya kegiatan pengelolaan perusahaan yang 

bersih, jujur, dan berkeadilan. 

3. Pemerintah diharapkan tidak hanya mewajibkan dilaksanakannya GCG dan 

hanya berupa penilaian dan pemberian skor khususnya dalam hal ini bagi 

BUMN, melainkan turut menambahkan pengaturan mengenai pemberian 

sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan GCG di dalam Peraturan 

Menteri Negara BUMN No: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Praktik 

GCG pada BUMN.  GCG seharusnya walaupun tanpa diwajibkan sudah harus 

disadari menjadi hal yang sangat penting dilaksanakan bagi seluruh insan 

perusahaan karena manfaatnya kemdian tidak lain akan dirasakan oleh 

perusahaan itu sendiri. 
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